
  

 
 
 
 
 

WALIKOTA PAGAR ALAM  

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

 

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  

N O M O R  1 3  T A H U N  2 0 1 9  

 

TENTANG 

 

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI 

KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI 

NEGERI SIPIL, WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM YANG BERSUMBER 

DART ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

D E N G A N  R A H M A T  T U H A N  Y A N G  M A H A  E S A  

WALIKOTA PAGAR ALAM, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya 

kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, 

dan Penerima Tunjangan; 

b. bahwa Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 

Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga 

Betas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Pejabat Negara ,  dan  

Pener ima  Pens iun  a tau  Pener ima Tunjangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b 

perlu menetapkan Peraturan Kepada Daerah 

tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan 

Hari Raya dan Gaji Ketiga Betas Kepada Pegawai 

Negeri Sipil, Caton Pegawai Negeri Sipil, Walikota, Wakil 

Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam 

(lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88 

Tambahan lembaran Negara Nomor 4115) 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 



  

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,  Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 

4286); 

4. Undang -Undang  Nomor  1  Tahun  2004  

t en t ang  Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor  15  Tahun 2004 

tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,  Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 

4400); 

6. Undang-Undang Nomor  33  Tahun 2004 

tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran. Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 

tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran. Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelo laan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau 

Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri 

Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, 

dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, sebagaimana 

telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019. 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pemb inaan  Dan  Pengawasan  

Penye l enggaraan  Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai 

Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota. Kepolisian. Negara Republik 



  

Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan 

Penerima Tunjangan; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 Tentang Pedoman Pengelo laan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan. Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Neger i  Nomor 13 Tahun 2006 Ten tang 

Pedoman Pengelolaan. Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 

2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. 

2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 701); 

14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 

2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar 

Alam Tahun 2009 Nomor 7 seri A); 

15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam 

Tahun 2019. (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam 

Tahun 2018 Nomor 10) 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN 

HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA 

PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI 

NEGERI SIPIL,  WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, 

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KOTA PAGAR ALAM YANG BERSUMBER 

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Pagar Alam. 

2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Anggota  Dewan Perwaki lan Rakyat  Daerah yang 

selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Pagar Alam. 

4. Walikota adalah Walikota Pagar Alam. 

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

OPD ada lah  o rgan i sas i  perangkat  daerah  pada  

P e m e r i n t a h a n  D a e r a h  s e l a k u  p e n g g u n a  

anggaran/pengguna barang. 



  

6. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai 

Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

7. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai yang barn lulus 

tes seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil tahap 

pertama. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar 

Alam, yang selanjutnya disingkat APED adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan. DPRD, 

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9. Hari Raya adalah hari raga Idul Fitri. 

10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) 

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat 

DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan 

belanja set iap OPD yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

 

 

BAB II 

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA 

 

Pasal 2 

 

(1)  Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil. Walikota, 

Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah diberikan Tunjangan Hari Raya. 

(2)  Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Walikota, 

Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

termasuk Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, 

Walikota, Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang sedang menjalani cuti di luar 

tanggungan Negara atau yang diperbantukan di luar 

instansi pemerintah daerah yang gajinya dibayar oleh 

instansi tempat penugasanya. 

 

Pasal 3 

 

(1) Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon 

Pegawai Negeri Sipil, Walikota, Wakil Walikota dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 

(satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari 

Raya. 

(2) Dalam hal penghasilan. 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan 

sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang 

seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, 

kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih 

kekurangan Tunjangan Hari Raya. 



  

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri 

Sipil, Walikota, Wakil Walikota, dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit meliputi gaji 

pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau 

tunjangan umum, dan paling banyak meliputi gaji pokok, 

tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan 

umum, dan tunjangan kinerja. 

(4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan 

atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan 

tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai 

gaji. 

(5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

terdiri dari: 

a. tunjangan jabatan struktural-, 

b. tunjangan jabatan fungsional; dan 

(6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain 

berdasarkan ketentuan peraturan, perundang-undangan. 

(7) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6 )  adalah potongan la in  se la in  potongan pa jak  

penghasilan. 

(8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan ditanggung pemerintah., 

 

 

Pasal 4 

 

(1) Penerima gaji terusan dari Pegawai Negeri Sipil, Calon 

Pegawai Negeri Sipil, Walikota, Wakil Walikota, dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal 

dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu 

sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 

(dua) bulan sebelum bulan Hari Raya. 

(2) Penerima gaji dari Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai 

Negeri Sipil, Walikota, Wakil Walikota, dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang dinyatakan hi lang 

diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 

1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari 

Raya. 

(3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

 

BAB III 

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA 

Pasal 5 

(1) Tunjangan Hari Raya untuk Pegawai Negeri Sipil, Calon 

Pegawai Negeri Sipil, Walikota, Wakil Walikota, dan 



  

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibayarkan 

paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari 

Raya. 

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari 

Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. 

 

Pasal 6 

 

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 dibebankan pada DPA OPD masing-masing. 

 

Pasal 7 

 

(1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajUkan SPM Tunjangan 

Hari Raya kepada BUD. 

(2) SPM tunjangan hari raga dibuat tersendiri dan terpisah 

dari SPM gaji bulanan. 

(3) Jervis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk 

digunakan untuk pembayaran kelmrangan atau susulan 

pembayaran Tunjangan Hari Raya. 

 

 

Pasal 8 

 

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi 

Pegawai  Neger i  Sipi l ,  Calon Pegawai  Neger i  Sipi l  yang 

mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan 

pembayaran Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau 

belum dibayarkan. 

 

 

BAB IV 

GAJI KETIGA BELAS 

Pasal 9 

 

(1) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Walikota, 

Wakil Walikota, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah diberikan gaji ketiga belas. 

(2) Ga j i  ke t i ga  be las  s ebaga imana aya t  ( 1 )  s ebesar  

penghasilan pada bulan Juni. 

(3) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana 

dimaksud pada ayat  (2 )  belum diba yarkan sebesar  

p e n gh a s i l an  y an g  s eh a r us n ya  d i t e r i ma  k a r en a  

berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan 

tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga 

belas. 

(4) Penghasi lan sebagaimana dimaksud pada avat  (1 )  

diberikan bagi: 

a. Pegawai Negeri Sipil, meliputi gaji pokok, tunjangan 

keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum-, 

b. Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD 

meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan 

jabatan atau tunjangan Umum. 



  

(5) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau, 

tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada avat (4) 

merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan 

jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundangundangan tentang gaji. 

(6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada avat (1) 

tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, 

tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan 

khusus Guru dan Dosen atau tunjangan kehormatan. 

tambahan penghasilan bagi Guru PNS, insentif khusus. 

dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan 

kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau 

insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan atau pengaturan internal kementerian atau 

lembaga. 

(7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

dikenakan potongan iuran dan/atkILI potongan lain 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan ditanggung 

pemerintah. 

 

Pasal 11 

 

(1) Pemberian gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan 

atau tunjangan umum ketiga belas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dan huruf b dibayarkan pada 

bulan Juni. 

(2) Dalam hal pemberian penghasilan ketiga belas 

sebagaimana pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, 

pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan 

berikutnya. 

 

Pasal 12 

 

Penerima gaji terusan dari Pegawai Negeri Sipil, Calon 

Pegawai Negeri Sipil, Walikota, Wakil Walikota, dan Anggota Dewan 

Penvakilan Rakyat yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji 

ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada 

bulan Juni. 

 

Pasal 13 

 

Penerima gaji dari Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri 

Sipil, Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota 

Dewan Penvakilan Rakyat yang dinyatakan hilang diberikan gaji 

ketiga belas sebesar penghasilan diterima pada bulan Juni. 

 

BAB V 

PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS 

Pasal 13 

(1) Pembayaran Gaji Ketiga Belas dilaksana-kan dengan 

mekanisme APED. 



  

(2) Pengelolaan Gaji Ketiga Belas dilakukan dengan tertib, 

transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP  

 

Pasal 14 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya 

dalam berita daerah kota pagaralam. 

 

Ditetapkan di Pagar Alam 

pada tanggal 16 Mei 2019 

 

WALIKOTA PAGAR ALAM, 

 

dto 

 

     ALPIAN MASKONI 

 

Diundangkan di Kota Pagar Alam 

pada tanggal 16 Mei 2019 

 

SEKRETARIS  DAERAH KOTA PAGAR ALAM, 

 

dto 

 

SAFRUDIN 

 

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2019 NOMOR 13 

 


